PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 100.3.3/0048.d/DK-PB/1/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat diperlukan
standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Papua Barat tentang Standar pelayanan
Publik di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 dalam tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

2. UndangUndang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Provinsi Papua
Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan;



6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Keshatan Provinsi
Papua Barat.
KEDUA :  Standar Pelayanan Publik melalui OSS sebagai berikut:
1. Penilaian Kesesuaian/Verifikasi Sertifikat Standar Cabang
Distributor Alar Kesehatan;
2. Penilaian Kesesuaian/Verifikasi Izin Pedagang Besar
Farmasi Cabang;
3. Penilaian Kesesuaian/Verifikasi Sertifikat Standar Cara
Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) Cabang
Distributor Alat Kesehatan
4. Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha Aktivitas Pelayanan
Penunjang Kesehatan (Laboratorium Medis Pratama);

KETIGA : Standar Pelayanan Publik melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Barat sebagai berikut:
1. Pelayanan Rekomendasi Registrasi Puskesmas;
2. Pelayanan Permohonan Informasi;
3. Pelayanan Pengelolaan Aduan;
KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan
dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 14 Januari 2025
_",a—"_'_"""-q.
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN: SERTIFIKAT STANDAR CABANG DISTRIBUSTOR ALAT KESEHATAN

A. SERVICE DELIVERY

NO [KOMPONEN URAIAN
1| Persyaratan | A. SERTIFIKAT STANDAR CABANG DISTRIBUSTOR ALAT KESEHATAN,
Pelayanan | KBLI:
46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat
Kedokteran Untuk Manusia.
I.PERSYARATAN UMUM:
1. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan
Terbatas atau Koperasi;
2. Surat Keterangan tidak dipungut biaya PNBP.
3. lzin Distribusi Alat Kesehatan pusat;
4. Sertifikat Standar CDAKB pusat;
5. Data Penanggung Jawab Teknis;
6. Pernyataan untuk memenuhi standar CDAKB;
7. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha 1 (satu) tahun
sejak permohonan pada OSS disetujui.
Il. PERSYARATAN KHUSUS:
1. Rencana Operasional Usaha yang meliputi:
a. daftar jenis produk yang akan didistribusikan;
b. brosur produk, data SDM yang dimiliki;
c. fasilitas penyimpanan yang dimiliki;
d. layout dan foto
bangunan;
e. prosedur tetap yang sudah dibuat untuk mendukung jalannya
aktivitas usaha sesuai ketentuan pemerintah; dan
f. daftar peralatan gudang.
lll. PERSYARATAN PERUBAHAN:
1) Perubahan PJT:
a. KTP PJT;
b. ijazah Pendidikan PJT;
c. surat perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan Penanggung
jawab teknis yang dilegalisir oleh notaris;
d. surat pernyataan bekerja penuh waktu;
e. sertifikat pelatihan CDAKB.
2) Perubahan alamat:
Layout bangunan sesuai alamat baru
3) Perubahan Jenis Produk:
a) daftar penambahan produk;
b) daftar peralatan gudang; dan
c) layout bangunan yang mendukung penambahan jenis produk.
4) Perubahan layout:
Layout bangunan yang diubah
2| Sistem,
mekanisme,| 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan perizinan Sertifikat Standar
dan Cabang
prosedur Distributor Alat Kesehatan secara online melalui oss.go.id
2. Pemohon menerima pengembalian berkas melalui OSS apabila
berkas tidak lengkap
3. Pemohon menerima tim verifikasi kesesuaian lapangan dengan
mempersiapkan dokumen fisik dan sarana prasarana untuk dilakukan
verifikasi oleh tim lapangan.




Pemohon menandatangani Berita Acara hasil verifikasi bersama tim teknis
Pemohon menerima BAP yang sudah disetujui, dan

Pemohon mengunggah BAP di OSS

Pemohon menerima sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan
beserta lampirannya.

No g~

ALUR

Pemohon

Pengajuan berkas | 4 Pemenuhan Berkas

Memenubhi Tidak Memenuhi

Syarat

Syarat

i

Menyiapkan dokumen fisik dan
sarana prasarana

!

[ Menerima tim verifikasi kesesuaian lapangan }

|
v

[ Berita Acara Hasil Verifikasi ]

i Mengunggah

[ 0ss.20.id J

L

[ Sertifikat dan lampiran J

Jangka Waktu penyelesaian Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat kesehatan
waktu diselesaikan 7

pelayana ( Tujuh ') hari kerja (sejak dokumen awal dinyatakan lengkap)

Biaya/tarif Rp O

Produk «  Lampran data Teknis Sertifikat Standart Cabang Distributor Alat
pelayanan Kesehatan.

«  Berita Acara Pemeriksaan (BAP).




Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

Petugas Pengaduan

Petugas di Bagian Umum dan Kepegawaian
Website : https://dinkes.papuabaratprov.go.id/
Instagram : @dinkes_pabar
Email . dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com
SP4N . https://lwww.lapor.go.id/

Sl A

B. MANUFACTUI

RING

Dasar
Hukum

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang
Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik
tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024 tentang
Peraturan

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 14 tahun
2021 tentangStandar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Kesehatan.

Indonesia Nomor 5 tahun 2021

Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

Sarana, Prasarana dan Fasilitas yang diperlukan :

1. Buku Peraturan Perundang —Undangan bidang
distribusi/penyaluran allat kesehatan (Cabang PAK) dan yang
terkait.

Cheklist persyaratan permohonan Sertifikat Standar Cabang

Distributor Alat kesehatan.

Komputer/ Laptop dan printer

Alat tulis kantor

Stempel Kendali

Stempel Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

N

o0k w

Kompetensi
Pelaksana

Tim teknis verifikasi (Penilaian Kesesuaian) Sertifikat Standar Cabang
Distributor Alat kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat:

1. Minimal berpendidikan Apoteker ( harus menguasai persyaratan Cabang
Distributor

Alat kesehatan ).

Mengetahui dan memahami peraturan perizinan tentang Sertifikat
Standar Cabang

Distributor Alat Kesehatan dan perundang-undangan yang terkait.
Mampu menganalisa perizinan Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat
Kesehatan.

Pengawasan
internal

Pengawasan Internal oleh Kepala Bidang SDK / Seksi Kefarmasian

Jumlah
Pelaksana

Tim Teknis Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan Dinas
Kesehatan

Provinsi Papua Barat adalah 1 ( satu ) orang.

Jaminan
pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif,

mudah, cepat,
transparan dan akuntabel.

2. Permohonan Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan akan
diproses sesuai prosedur yang berlaku.



mailto:@dinkesjateng_prov
mailto:dinaskesehatan
http://www.lapor.go.id/

Jaminan

1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan

keamanan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;

dan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan

keselamatan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan

pelayanan pengguna layanan.

3. Tim Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang melayani

verifikasi, memproses permohonan Sertifikat Standar Cabang Distributor
Alat Kesehatan.

Evaluasi Evaluasi Kinerja dilakukan bulanan dan tahunan.

kinerja

Pelaksana

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 14 Januari 2025
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS LAYANAN : VERIFIKASI IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI CABANG

A.

SERVICE DELIVERY

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan Pelayanan

IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG
KBLI: 46641 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk
Manusia

|. PERSYARATAN:

1. Dokumen Izin PBF Pusat.

2. Data pimpinan PBF Cabang yang meliputi: KTP Pimpinan
Cabang dan surat penunjukan sebagai Pimpinan PBF
Cabang dari Pimpinan PBF Pusat.

3. Data Apoteker penanggung jawab yang meliputi: STRA,
ijazah, surat pernyataan bekerja penuh waktu, perjanjian
kerja sama yang disahkan oleh notaris, dan KTP.

4. Data lokasi usaha yang meliputi: lokasi kantor dan gudang
PBF.

Il. PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN:
Permohonan perpanjangan izin disampaikan paling cepat 6
(enam) bulan sebelum masa berlaku izin PBF Cabang
berakhir.

lll. PERSYARATAN PERUBAHAN IZIN:
1. Perubahan izin PBF Cabang disampaikan dalam hal

terdapat:

a. Pembaharuan izin PBF Pusat.
b. Perubahan alamat lokasi usaha.
c. Pergantian Pimpinan Cabang dan/atau penanggung
jawab.
d. Perubahan lingkup penyaluran PBF.
2. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan perubahanizin

dan memperbaharui persyaratan yang disampaikan pada
permohonan izin PBF Cabang.

3. Pada permohonan pergantian Apoteker wajib disertakan
juga berita acara serah terima Apoteker vyang
ditandatangani oleh Apoketer lama, Apoteker baru, dan
Pimpinan Cabang.

4. Durasi pemenuhan persyaratan umum untuk PBF Cabang

paling lama 6 (enam) bulan sejak mengajukan permohonan
digjukan.




Sistem, mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan perizinan PBF
Cabang secara online melalui oss.go.id

2. Pemohon menerima pengembalian berkas melalui OSS
apabila berkas tidak lengkap

3. Pemohon menunggu hasil verifikasi oleh tim teknis

4. Pemohon menerima hasil Sertifikat Izin PBF Cabang dan
lampiran melalui OSS

Alur

Pemohon
Pengajuan Surat Pemenuhan Dokumen
v |
0ss.go.id
_ < Pengembalian Berkas

— -‘__‘::;._‘

Memenuhi Tidak Memenuhi
Syarat Syarat
( Hasil Verifikasi J

!

‘ Sertifikat Izin PBF Cabang dan lampiran ]

Jangka waktu pelayanan

Waktu penyelesaian Izin PBF Cabang diselesaikan 4 ( Empat )
hari kerja

Biaya/tarif

Rp O

Produk pelayanan

Lampiran Data Teknis Izin PBF Cabang

Penanganan
pengaduan, saran,
dan

Masukan

1. Petugas Pengaduan
Petugas di Bagian Umum dan Kepegawaian
Website https://dinkes.papuabaratprov.go.id/
Facebook : Dinkes papua barat
Instagram : @dinkes_pabar
Email . dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com
SP4N . https://www.lapor.go.id/

o0k wh



mailto:@dinkesjateng_prov
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B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

2. Undang- Undang Republik IndonesiaNomor 17 tahun 2023
tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 14
tahun 2021 tentangStandar Kegiatan Usaha Dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Kesehatan.

2 | Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

Sarana, Prasarana dan Fasilitas yang diperlukan :

5. Buku Peraturan Perundang -Undangan bidang
distribusi/penyaluran farmasi (PBF Cabang) dan yang terkait.

6. Cheklist persyaratan permohonan Izin PBF Cabang

7. Komputer/ Laptop dan printer

8. Alat tulis kantor

3 Kompetensi Pelaksana

Tim teknis verifikasi Izin PBF Cabang Dinas Kesehatan Provinsi
Papua Barat :
1. Minimal berpendidikan Apoteker (harus menguasai
persyaratan Izin PBF Cabang).
2. Mengetahui dan memahami peraturan perizinan tentang lIzin
PBF Cabang dan perundang-undangan yang terkait.
3. Mampu menganalisa perizinan Izin PBF Cabang.

Pengawasan internal

Pengawasan Internal oleh Kepala Bidang SDK/ Kepala Seksi
Kefarmasian

Jumlah Pelaksana

Tim Teknis Izin PBF Cabang Dinas Kesehatan Provinsi
Papua Barat adalah 1 ( satu ) orang.

Jaminan pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif,
mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
2. Permohonan Izin PBF Cabang akan diproses sesuai

prosedur yang berlaku.

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

1. Data-dan informasi  pengguna  layanan dijamin
keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk
kepentingan pelayanan;

2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan
menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan

keselamatan pengguna layanan.




3. Tim Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang
melayani verifikasi permohonan Izin PBF Cabang dan
memproses verifikasi izin PBF Cabang

Evaluasi kinerja
Pelaksana

Evaluasi Kinerja dilakukan bulanan dan tahunan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 14 Januari 2025




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CDAKB)
CABANG DISTRIBUTOR ALAT KESEHATAN

A. SERVICE DELIVERY

o KOMPONEN

URAIAN

1. | Persyaratan
Pelayanan

A. SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG
BAIK (CDAKB) CABANG DISTRIBUSTOR ALAT
KESEHATAN, KBLI: 46691 Perdagangan Besar Alat
Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk
Manusia.

I.PERSYARATAN UMUM:

1. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/
Surat Keterangan tidak dipungut biaya PNBP.

2. Distributor alat kesehatan dan Cabang Distributor Alat
Kesehatan wajib melakukan sertifikasi CDAKB setiap 5 (lima)
tahun sekali; dan

3. Durasi pemenuhan standar CDAKB oleh pelaku usaha adalah
2 (dua) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.

II. PERSYARATAN KHUSUS ATAU PERSYARATAN TEKNIS
PRODUK,
PROSES, DAN/ATAU JASA:
a. Data Izin Edar Alat Kesehatan
Pedoman Mutu
Prosedur dan rekaman mutu.
Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen
mutu CDAKB.
Telah melaksanakan audit internal.
Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen.
Izin Distributor Alat Kesejhatan (jika ada).
Daftar produk yang didistribusikan.
Layout bangunan; dan
Laporan distribusi alat kesehatan secara elektronik (jika ada).
Persyaratan Izin Lainnya (Laporan Hasil Audit dan Lampiran
Data pendudkung

aoo
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lll. PERSYARATAN SESUAI PEDOMAN CDAKB:
a. Sarana memadai untuk kegiatan dengan alamat kantor,
gudang dan/atau bengkel yang tetap dan bukan alamat virtual,
b. Bangunan harus dapat melindungi produk alat Kesehatan dari
kontaminasi, panas/paparan langsung sinar matahari,




binatang yang merupakan vector penyakit dan tumbuhan
penggangu;

. Bangunan memiliki pengamanan yang memadai;

. Memiliki Area penerimaan, penyimpanan, pengiriman,
karantina, reject, kegiatan administrasi, penerangan dan
ventilasi yang cukup, didesain dengan baik dan diberikan
identitas area/penandaan.

. Area penyimpanan harus terpisah dari area lain serta
memadai untuk setiap kelompok alkes, mampu menjaga
kulaitas produk, dilengkapi dengan fasiltas rak dan/ palet,
ruang area terkunci untuk mencegah akses illegal.

. Sistem penyimpanan produk First In First Out (FIFO) atau
First Expired First Out (FEFO).

. Instalasi listrik harus aman dan suplainya mencukupi untuk
kebutuhan operasional perusahaan.

. Bangunan harus dilengkapidengan alat pemadam kebakaran
yang cukup dan memadai di setiap area.

Penggunaan forklift hanya dapat dioperasikan oleh personel
yang memiliki Surat Izin Operator (SIO) sesuai perundang
undangan. Sumber penggerak menggunakan listrik/atau
baterai dapat dipergunakan didalam gudang. Sumber
penggerak menggunakan bensin, diesel, gas tidak boleh
dioperasikan di dalam gudang.

Troli yang digunakan tidak boleh mempunyai bagian yang
tajam atau bagian yang berbahaya lainnya yang dapat
merusak produk alkes di dalam area penyimpanan.

. Ketentuan bengkel dan workshop;

Untuk yang mendistribusikan produk Alat Kesehatan
Elektromedik dan Alat Kesehatan Diagnostic In Vitro
instrument harus memiliki bengkel/workshop sendiri atau
menggunakan fasilitas bengkel/workshop milik Distributor
Alat Kesehatan Pusat.

Pendistribusian Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi ;
Harus memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN
dapat atas nama Distributor Alat Kesehatan Pusat sendiri;
atau Distributor Alat Kesehatan Pusat bekerjasama dengan
Distributor sendiri atau bekerja sama dengan produsen atau
Distributor Alat Kesehatan pemilik izin edar.

Kalibrasi dan verifikasi;

Dilakukan terhadap peralatan pengukuran yang akan
digunakan dalam menjamin kesesuaian produk terhadap
syarat, dengan mengacu pada standar nasional/internasiond
yang tertelusur dan dalam periode waktu tertentu atau
sebelum digunakan. Rekaman terkait kalibrasi atau verifikasi
harus dipelihara.



Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan sertifikat CDAKB
Cabang Distributor Alat Kesehatan secara online melalui
0ss.go.id.

2. Pemohon menerima pengembalian berkas melalui OSS apabila
berkas tidak lengkap

3. Pemohon menerima tim verifikasi kesesuaian lapangan dengan
mempersiapkan dokumen fisik dan sarana prasarana untuk
dilakukan verifikasi oleh tim lapangan.

4. Pemohon menandatangani laporan hasil audit bersama tim

teknis

Pemohon menerima laporan hasil audit yang sudah disetujui

Pemohon mengunggah laporan hasil audit di OSS

7. Pemohon menerima Sertifikat CDAKB

o o

ALUR

Pemohon

Mengajukan berkas Pemenuhan Berkas

0ss.g0.id

< - Pengembalian Berkas
/- _\_\—__"—‘———._\_ _—"“__"
— H“H-_,,__ﬁ_:_;h

Memenuhi Tidak Memenuhi
Syarat Syarat

Menyiapkan dokumen fisik dan sarana prasarana ]

|

[ Menerima Tim Verifikasi Kesesuaian Lapangan J

|
Y

[ Laporan Hasil Audit J

i Mengunggah

!

Sertifikat |

Jangka waktu

Jangka waktu pelayanan CDAKB terdiri dari : 3 hari Pelayanan

pelayanan Verifikasi Berkas Dinas Kesehatan, 4 hari Pelayanan DPMPTS, 2
tahun untuk jangka waktu pemenuhan persyaratan CAPA CDAKB
Biaya/tarif Rp O,-

Produk pelayanan

e Lampiran data Teknis Sertifikat CDAKB.
« Laporan Hasil Audit




+ Hasil Audit
« Review CAPA
- Selff Assesment

6 Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

Melalui:
1. Petugas Pengaduan
Petugas di Bagian Umum dan Kepegawaian
Website https://dinkes.papuabaratprov.go.id/
Instagram : @dinkes_pabar
Email : dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com
SP4N . https://www.lapor.go.id/
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B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun
2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik
(CDAKB).

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 14 tahun
2021 tentangStandar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Kesehatan.

2 Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana, Prasarana dan Fasilitas yang diperlukan :

1. Buku Peraturan Perundang —Undangan bidang
distribusi/penyaluran allat kesehatan (Cabang PAK) dan yang
terkait.

Cheklist persyaratan permohonan Sertifikat Standar CDAKB.
Komputer/ Laptop dan printer

Alat tulis kantor

Stempel Kendali

6. Stempel Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

o bk ownN

3 Kompetensi
Pelaksana

Timteknis verifikasi (Penilaian Kesesuaian) Sertifikat Standar CDAKB
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat:
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Memiliki latar belakang pendidikan teknis terkait kefarmasian
atau alat Kesehatan atau bidang Kesehatan lainnya.

2. Memiliki pengalaman dalam melakukan monitoring sarana
distribusi alat Kesehatan.
3. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Memahami regulasi yang berlaku terkait alkes, dan atau
5. Telah mengikuti pelatihan 1ISO 13485, ISO 9001, audit internal
dan/atau CDAKB.
Pengawasan Pengawasan Internal oleh Kepala Bidang SDK/ Kepala Seksi
internal Kefarmasian.

Jumlah Pelaksana

Tim Teknis Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah 1 ( satu ) orang.

Jaminan pelayanan

1.

2.

Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif,
mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Permohonan Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat
Kesehatan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Jaminan
keamanan dan
keselamatan

Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya

dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan
pelayanan;

pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan
menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan
keselamatan pengguna layanan.
Tim Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang
melayani verifikasi dan memproses verifikasi Sertifikat CDAKB
Cabang Distributor Alat Kesehatan

Evaluasi Evaluasi Kinerja dilakukan bulanan dan tahunan.

kinerja

Pelaksana

Ditetapkan di :  Manokwari
Pada Tanggal : 14 Januari 2025




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : PENILAIAN KESESUAIAN IZIN BERUSAHA AKTIVITAS

PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (LABORATORIUM MEDIS PRATAMA)
KBLI : 86903

A. SERVICE DELIVERY

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan Pelayanan

a. Persyaratan Umum

Persyaratan baru :

1. Permohonan ke DPMPTSP Provinsi

2. Dokumen kepemilikan usaha berbentuk badan hukum

3. Surat pernyataan kesanggupan pemenuhan persyaratan
oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 1 (satu)
tahun sejak NIP terbit

Persyaratan Perpanjangan :

1. Perizinan Berusaha laboratorium Medis yang berlaku

2. Self Assessment minimal terdiri dari sarana, prasarana,
peralatan, sumber daya manusia dan pelayanan

Persyaratan Perubahan :

1. Perizinan Berusaha Laboratorium Medis yang berlaku

2. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama
laboratorium medis, kepemilikan modal, jenis pelayanan,
klasifijasi pelayanna dan/atau alamat laboratorium Medis
yang ditandatangani oleh pemilik dan/atau Dokumen
perubahan NIB.

b. Persyaratan Khusus
Dokumen profil Laboratorium Medis paling sedikit

1.

memuat

a. Visi, Misi

b. Surat Pernyataan waktu penyelenggaraan

c. Surat pernyataan nama dan alamat laboratorium

d. Surat pernyataan komitmen laboratorium medis untuk

memenuhi standar fasilitas laboratorium medis
beserta standar pelayanan sesuai dengan klasifikasi
Surat pernyataan komitmen melakukan registrasi
minimal 1 (satu) kali dalam setahun dna pelaporan
sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-
undangan

Surat pernyataan melakukan perpanjangan izin
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

2. Daftar sarana prasaranan, peralatan, sumber daya

manusia dan prosedur




Sistem, mekanisme,
dan prosedur

Pemohon mengajukan berkas persyaratan kesesuaian
standar perijinan laboratorium medis pratama melalui
secara online melalui aplikasi OSS RBA di 0ss.go.id.
Pemohon menerima hasil verifikasi yang dilakukan oleh
Tim teknis melalui aplikasi oss RBA di 0ss.go.id apabila
berkas persyaratan tidak lengkap & tidak benar

Pemohon mengajukan perbaikan hasil verifikasi melalui
0ss.go.id
. Pemohon menerima penjadwalan cek kesesuaian

lapangan apabila berkas sudah lengkap dan benar sesuai
yang dipersyaratkan

Pemohon menerima kunjungan tim verifikasi kesesuaian
lapangan dengan mempersiapkan dokumen fisik dan
sarana prasarana untuk dilakukan verifikasi oleh tim
lapangan.

Pemohon menerima dokumen hasil pemeriksaan dan
Berita Acara dari tim verifikasi kesesuaian lapangan
Pemohon melengkapi hasil temuan yang tertuang dalam
Berita Acara verifikasi kesesuaian lapangan

Pemohon mengunggah dokumen sebagaimana pada
point 7 melalui oss.go.id

Pemohon menerima pemberitahuan hasil verifikasi dari
DPMPTSP pada oss.go.id

10. Pemohon menerima ijin operasional laboratorium medis

pratama pada oss.go.id

Alur
| Pemohon
Pengajuan Berkas Pemenuhan Berkas
v 1
| 0Oss.go.id
_ < Pengembalian Berkas
/// *——‘1-_::_:7:;__ -
Memenuhi Tidak Memenuhi
Syarat Syarat
¥
[ Jadwal Cek Kesesuaian Lapangan ]
|
L 4
‘ Menyiapkan Dokumen Fisik dan Sarana Prasarana
Menerima Kunjungan Tim Verifikasi Kesesuaian
Lapangan
[ Hasil Pemeriksaan ]
1
Mengunggah

[ Melengkapi Persyaratan ]

Jangka waktu pelayanan

Jangka waktu dalam proses penerbitan persetujuan adalah 25
(dua puluh lima) hari kerja sejak pelaku usaha menyampaikan
pemenuhan semua dokumen persyaratan secara lengkap dan
benar.

Catatan : tidak termasuk waktu ketika pemohon memenuhi
perbaikan dokumen dan persyaratan




4 Biaya/tarif

Rp O

5 Produk pelayanan

Berita Acara Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha Aktifitas
Penunjang Kesehatan (laboratorium Medis Pratama)

6 Penanganan
pengaduan, saran,

Melalui:

1.

Petugas Pengaduan

dan Petugas di Bagian Umum dan Kepegawaian
masukan 2. Website https://dinkes.papuabaratprov.go.id/

3. Instagram : @dinkes_pabar

4. Emalil . dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com

5. SP4N . https://www.lapor.go.id/

B. MANUFACTURING
1 | Dasar Hukum 1. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembarana
Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang
Laboratorium Kilinik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 316);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah secara
Umum.

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2023
tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Papua Barat.

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 29 Tahun 2022
tentang Pendelegasian wewenang Gubernur kepada Kpela
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Papua Barat untuk memproses Perizinan dan
nonperizinan.

2 Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

Sa

rana, Prasarana dan Fasilitas yang diperlukan :
1. Media cetak seperti leaflet

Aplikasi OSS RBA

Komputer dan printer

Meja dan kursi

Check list penilaian

Jaringan Wifi

Kendaraan

NS oakoN
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Kompetensi Pelaksana

—

Berpendidikan minimal S1 Kesehatan

2. Menguasai standar pelayanan publik dan prosedur
operasional laboratorium medis pratama

3. Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik
dan teliti

4. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait
standar pelayanan dan informasi publik

5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Mampu mengoperasikan komputer

7. Memahami penggunaan Sistem InformasiAplikasi Perizinan

Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach

(RBA) dan aplikasi lainnya

o

Pengawasan internal

1. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
secara periodik dalam bentuk pengawasan rutin maupun
pengawasan insidental

2. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan laboratorium
medis pratama terhadap pemenuhan standar pelayanna
laboratorium dan inspeksi lapangan

3. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan
pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha

Jumlah Pelaksana

Staf Teknis dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat / Kepala
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (4 orang)

Jaminan pelayanan

1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif,
mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

2. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan
kertas berlogo Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang
dijamin keasliannya dengan memberikan nomor yang telah
digandakan sebagai arsip kantor;

2. Berita Acara penilaian kesesuaian izin berusaha aktifitas
pelayanan penunjang kesehatan (laboratorium medis
pratama) ditandatangani oleh tim Visitasi dan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Papua Barat;

3. Keselamatan dan kenyamanan.

Evaluasi kinerja
Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan publik ini dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu
serta kinerja pelayanan publik

Manokwari
14 Januari 2025

Ditetapkan di
Pada Tanggal

| W&z T
sl Risitodah, Sy.B, FINACS
\ 0\7s .. Pembind/Tingkat. I

95 102720000121004
Uaghts




STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS LAYANAN : REGISTRASI PUSKESMAS

A. SERVICE DELIVERY

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan Pelayanan

1. Syarat Registrasi ke Kementerian Kesehatan :

a. Fotokopi sertifikat standar Puskesmas

b. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi dan hasil pengisian formulir
verifikasi dan penilaian kelayakan registrasi
Puskesmas;dan

c. Keputusan bupati/walikota tentang kategori
Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah
kerja dan kemampuan pelayanan.

2. Syarat mendapatkan Rekomendasi dari Dinas

Kesehatan Provinsi :

a. Surat permohonan rekomendasi registrasi
Puskesmas dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas
Kesehatan

b. Fotocopy code registrasi puskesmas dari
Pusdatin Kemenkes Rl (SERTIFIKAT).

c. ljin Operasional Puskesmas dari Bupati/Walikota
atau pejabat sebagaimana peraturan yang
berlaku sesuai dengan surat permohonan
registrasi

d. Surat Keputusan Bupati/Walikota terkait jenis
puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah
kerjanya dan kepampuan penyelenggaraan
pelayanan

e. Profil Puskesmas

f. Laporan kegiatan bulanan Puskesmas paling
sedikit 3(tiga) bulan terakhir.

g. Dokumen pendukung lain, bila ada

Sistem, mekanisme, dan
prosedur

Pemohon mengajukan surat permohonan registrasi
Puskesmas disertai dokumen sesuai persyaratan.
Pemohon memperbaiki dan melengkapi persyaratan
yang belum sesuai dengan ketentuan (wa/email/telp)
Pemohon mengecek dokumen dan nomor dan tanggal
registrasi rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh Dinas|
Kesehatan Provinsi Papua Barat

Pemohon menerima surat rekomendasi registrasi
puskesmas

Pemohon mengisi buku dokumen keluar seksi PKPKT




Alur

Pemohon

Pengajuan Berkas 4 Pemenuhan Berkas

Memenuhi
Syarat

[ Surat Rekomendasi Registrasi }

Pengajuan Surat

<< Pengembalian Berkas
-\1“*-_

__::_1- -~
Tidak Memenuhi
Syarat

Puskesmas

!

{ Mengisi buku dokumen Keluar seksi PKPKT }

Jangka waktu pelayanan

21 Hari sebagai berikut:

a. Verifikasi dokumen dan penilaian kelayakan
Puskesmas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah berkas dokumen diterima lengkap

b. Surat Rekomendasi dikeluarkan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja

Biaya/tarif

Rp 0,-

Produk pelayanan

Surat Rekomendasi Puskesmas

Penanganan pengaduan,
saran, dan
masukan

Melalui:

1. Petugas Pengaduan

Petugas di Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Website
https://dinkes.papuabaratprov.go.id/

Instagram : @dinkes_pabar
Email : dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com
5. SP4N . https://www.lapor.go.id/

o
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B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum

N —

w

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Undang - Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal

43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

5. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

7. Kementerian Kesehatan RI Nomor
HK.02.02/11/3166/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang
Registrasi Puskesmas.

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

9. Kementerian Kesehatan RI Nomor
HK.02.02/111/4004/2019 tentang Aplikasi Registrasi
Puskesmas.

2 Sarana, prasarana, 1. Ruang layanan
dan/atau fasilitas 2. Komputer/laptop

3. Printer

4. Jaringan internet

5. Formulir verifikasi

6. Alat tulis

7. Mesin fotocopy dan scanner

3 Kompetensi Pelaksana Tim teknis melakukan verifikasi dokumen Registrasi

Puskesmas:

1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang Registrasi
Puskesmas dan perundang-undangan yang terkait.

2. Mampu menganalisa Registrasi Puskesmas

3. Mampu menyusun telaah hasil verifikasi dan penilaian

kelayakan Registrasi Puskesmas.

Pengawasan internal

Pengawasan Internal oleh Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan/ Sub Koordinator Seksi Pelayanan Kesehatan
Primer

Jumlah Pelaksana

3 Orang

Jaminan pelayanan

1.

Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

2. Permohonan Registrasi Puskesmas akan diproses
sesuai prosedur yang berlaku.
Jaminan keamanan dan 1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin
keselamatan pelayanan keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk
kepentingan pelayanan;
2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan

menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan
keselamatan pengguna layanan.




3. Tim Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
yang melayani verifikasi permohonan dan
memproses verifikasi Registrasi Puskesmas.

Evaluasi kinerja Evaluasi Kinerja dilakukan bulanan dan tahunan.
Pelaksana
Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 14 Januari 2025

b r"'-""‘é."‘h - s Kesehatan




STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS LAYANAN : PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. SERVICE DELIVERY

NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan Pelayanan Permohon Informasi Publik:
1. Mengisi Formulir Permintaan Informasi
2. Fotocopy KTP
3. Tujuan penggunaan informasi
2 Sistem, mekanisme, dan A. Alur Permohonan Informasi
prosedur 1. Pemohon datang ke Kantor dengan mengisi form
Permohonan Informasi dan Pemohon mengisi form
Permohonan Informasi
2. Pemohon Mengisi Form melalui kanal Permohonan
Informasi
3. Pemohon menunggu balasan dalam waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan
memenuhi syarat
4. Pemohon menerima balasan melalui email maka
permohonan informasi terselesaikan
5. Pemohon belum puas dengan jawaban informasi
maka pemohon memberikan balasan Kembali ke
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
6. Pemohon menunggu balasan email perpanjangan
dalam waktu 7 hari
ALUR

o

[ Mengajukan Permohonan Informasi ’

v

[ Form Permohonan Informasi J

v
[ Kanal Permohonan Informasi ]
]
| |

Data dan Informasi yang
di butuhkan

v

Tidak Puas J

v

Data dan Informasi yang }

di butuhkan




3 Jangka waktu pelayanan

1. Sesuai Peraturan Komisi Informasi Rl Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal
34 ayat (3): Pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat
10 hari sejak permintaan Informasi diterima

2. Pasal 36 : PPID memberitahukan perpanjangan waktu
yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon
Informasi Publik, dalam hal PPID belum: a. menguasai
atau mendokumentasikan Informasi Publik yang
diminta; dan/atau b. dapat memutuskan status
Informasi yang dimohon. (2) Perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu
pemberitahuan tertulis dan tidak dapat
diperpanjang lagi.

4 Biaya/tarif Rp, 0-
5 Produk pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
6 Penanganan pengaduan, Melalui:
saran, dan 1. Petugas Pengaduan
masukan Petugas di Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Website
https://dinkes.papuabaratprov.go.id/

3. Instagram : @dinkes_pabar
4. Email . dinskesehatanprovpapuabarat@gmail.com
5. SP4N . https://www.lapor.go.id/

B. MANUFACTURING

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Rl Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
2 Sarana, prasarana, 1. Komputer

dan/atau fasilitas

2. Printer
3. Jaringan Internet
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Kompetensi Pelaksana

Memiliki ketrampilan berkomunikasi
Mampu mengoperasionalkan pc/computer

Mampu melaksanakan pelayanan prima
Minimal D3

Pengawasan internal

Melaporkan setiap 3 bulan sekali
Menampilkan Infograsi setiap bulan di website Dinas
Kesehatan

A Eal

Jumlah Pelaksana

5 orang bertugas:

1. Menerima permohonan informasi

2. Memilah yang merupakan kewenangan Dinas
Kesehatan

3. Menindaklanjuti permohonan dengan koordinasi kepada
bidang, UPT ataupun Dinkes Kab/Kota

4. Mengirimkan balasan ke pemohon melalui email

5. Membuat infografis di website dan Sosmed

Jaminan pelayanan

Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif,
murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

1. Tersedianya APAR di tiap Bidang

2. Tersedia Jalur evakuasi

3. Petugas kemananan dan CCTV 24 Jam
4. Jaminan kerahasiaan data pelapor

Evaluasi kinerja
Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada atasan baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
waktu;

Ditetapkan di :  Manokwari
Pada Tanggal : 14 Januari 2025




STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS LAYANAN : PENGELOLAAN PENGADUAN

A. SERVICE DELIVERY

NO KOMPONEN URAIAN

1. | Persyaratan Pelayanan Pelapor :
1. Menunjukkan Identitas Pribadi /KTP
2. Mengisi Form Aduan Pelayanan
3. Memberikan Bukti/data yang akurat mengenai aduan

yang dilaporkan
2. | Sistem, mekanisme, dan a. Alur Pengelolaan Pengaduan
prosedur

Pengaduan Langsung

1. Pelapor datang ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Barat.

2. Pelapor menuju Ruang Pelayanan Publik.

3. Pelapor mengutarakan maksud dan tujuan kepada
petugas pelayanan.

4. Pelapor diarahkan menuju Ruang Konsultasi Publik.

5. Pelapor menyampaikan keluhan/aduan kepada Tim
Pengelola Aduan.

6. Pelapor menunggu laporan hasil tindaklanjut
penanganan aduan melalui nomor telepon atau
email.

Pengaduan Tidak Langsung

1. Pelapor Mengisi keluhan melalui kanal aduan
Laporgub, Sosial Media Dinas Kesehatan, website
Dinas Kesehatan, Email,

2. Pelapor menunggu laporan hasil penyelesaian

ALUR
\\\ [ Sosial Media J
I\;:ngajukan [ 5P4NdanLaporGub]
Keluhan
Email
Ruang Pelayanan Publik
[ : ’ J [ Hotline danHeIpdesk]
[ Maksud dan Tujuan ]
[ Ruang Konsultasi Publik ] Laporan Hasil Tindaklanjut
: (o i)
Keluhan
[
[ Laporan Hasil Tindaklanjut J
Jangka waktu pelayanan 1x24 Jam
4 Biaya/tarif Rp, 0-




5 Produk pelayanan

Laporan hasil penyelesaian pengaduan

6 Penanganan pengaduan,
saran, dan
masukan

Pengaduan dan Penanganannya dapat dilakukan melalui:

a. Secaralangsung

» Ruang Konsultasi pengaduan
b. Secara tertulis melalui Kotak Saran
c. Petugas Pengaduan

1. Petugas Pengaduan
Petugas di Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Website
https://dinkes.papuabaratprov.go.id/
3. Instagram : @dinkes_pabar
4. Email
dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com
5. SP4N . https://www.lapor.go.id/
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor | Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Rl Nomor | Tahun 2022
5. tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik
6. Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2018 tentang uraian
tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
partisipasi Masyarakat dalam  Penyelenggaraan
Pemerintah daerah.
2 Sarana, prasarana, 1. Komputer ;
dan/atau fasilitas 2. Printer:
3. Jaringan Internet ;
4. Ruang Rapat;
5. Database Aduan.
3 | Kompetensi Pelaksana 1. Memiliki ketrampilan berkomunikasi dengan baik
2. Mampu mengoperasionalkan pc/computer
3. Mampu melaksanakan pelayanan prima
4. Minimal D3
Pengawasan internal 1. Melaporkan hasil pengaduan setiap 3 bulan sekali
2. Dilakukan oleh atasan langsung
Jumlah Pelaksana 5 orang bertugas:
1. Menerima dan mencatat pengaduan/keluhan dari

pelapor
2. Menyampaikan dan kordinasi aduan ke Bidang, UPT
dan Kab/Kota yang dituju
3. Menyusun keputusan penyelesaian pengaduan/keluhan
Mengirimkan balasan ke pemohon melalui Email
Membuat laporan hasil pengaduan per triwulan

ok



mailto:@dinkesjateng_prov
mailto:dinaskesehatan
http://www.lapor.go.id/

Jaminan pelayanan

Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif,
murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

1. Tersedianya APAR di tiap Bidang

2. Tersedia Jalur evakuasi

3. Petugas kemananan dan CCTV 24 Jam
4. Jaminan kerahasiaan data pelapor

Evaluasi kinerja
Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada atasan baik secara berkala setiap
bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-
waktu;

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 14 Januari 2025
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